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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Momor 158, Tambihon Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2014 MNamor 5336);

Persturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014
tenfune  Statutn Universitas  Sumatera Utara  (Lembaran . Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);

Peraturzn Majells Wali Amanat Momor 01 Tahun 2014 Tentang Tata
Cura Pemilihan Anggots, Ketua dan Sekretads Akademik Serin
Pembentukan Komisi Senm Akademik Universitas Sumaters Utara;

Perturan Majelis Wali Amianat Nomor 11 Tahun 2015 Tentany Tata
Cars Pembetitukan Persturan Di Lingkungan  Universims  Sumatera
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Peraturnn Maojelis Wall Amanmt Nomor 16 Tahun 2016 Tentung
Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara,

Keputiusan Majelis Wali Amanat Nomor 34 Tahun 2014 Tentung
Pemberhention  Ketun & Selretaric  Periode 2000.2014  dan

Pengangkutan Ketun & Sckretaris Senut Akademik USU Petiode 2014~
2019,

MEMUTUSKAN

FERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT SENAT
AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalum Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan

I
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£= Vad
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(4)

(1)

(2)
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Universitas Sumatera Ui vang selanjutnya disingkar USU adalsh Pergurunn Tinggi

Negeni Badan Huloum.

Senat Akademik yang sclanjuinys disingkat SA adalah organ USU yang menyusun,

merumuskan, menetapkan kebiokan, dan memberikan pertimbangan, dan melakukan

pengawasan di bidang akademik.

Rektor adalah organ USU vang memimpin penyelenggarasn dan pengelolaan USLL

Peroturan Sennt Akademik adalah peraturan yang mengikal clemen-elemen di dalam tsta

cara pelaksannan rapat Senat Akademik 4i USLL

Komisi SA adalab peranpkat SA vang berfungsi untuk menyusun, merumuskan dan

memberikan masukan, pertimbangan dan melakukan pengawasn sesuni dengan bidang

masing-mazing kepada SA,

Dewan Etika adaluh dewan yang dibentul oleh Senst Akademik untuk membicarakan

Fiu:ksi atis pelanggaran norma dirn etikn rapat serta ketidakhairan snpgota SA dalam rapat
no SA.

BAB 11
PERANGKAT DAN RAPAT-RAPAT SENAT AKADEMIK

Pasal 2
Peranghot Senat Akademik

Perangkat SA meliputi

a Pimpiman;

h. Komisi-komisi.

Pimpinan scbagaimand yang dimaksud pada ayit (1) hurul s adaksh Ketua don Sekretars
Sennt Akademik,

Komisi-komisi sebagaimana vang dimaksed pada ava (1) huraf b eedind dari;

a. Komisi Pendidikan;

b. Komisi Penelitian, Pengembangan dan Pengnbdion Kepada Masvarnkat, dan Inovasi;
¢. Komisi Penjaminan dan Pengawasan Mutu Akademik:

d. Komisi Kelembagaan Akademik Perenctnann dun Anggaran,

Masing-musing Komisi dipimpin oleh Ketus dan Sekretans Komisi,

Pasal 3

Rapat-Ropat Senat Akademik

Rapat Senat Akademik terdin atas :

g Rapat Pimpinan,

b, Rapst Komisi;

c. Rapat Pleno;

d. Rapat Pleno Luar Biasa;

e. Rapat KepanitinanvAd Hoc;

f. Rapat Dewan Etika.

Raput A bersiflan tertutup untuk Jdibodir oleh seseorang di luar anggow SA,

Ketun dan/atsu Sckretaris SA otos persetujutn SA dapat menpizinkon seseorang di Juar
nnggota SA hadir dulam rapat SA untuk didengar keterangonnya sesuni dengan kebutuhon:
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Pasal 4
Rapat Pimpinnn

Rapat pimpinan merupakan rapal koordinasi pimpinan SA dengan pimpinan maosing-
masing Romisi SA;

Rapat pimpinan diselenggorakan-ats ysulan ketua mou sekretaris SA, keton alay sekretans
Komisi SA;

Kuorum rapat pimpinan dinyatakan sah apabila dibadisi oleh Ketua don Sekretoris SA dan
sekurang-kurangnya Ketun dan ntoo Sekretans moesing-masing Komist SA.

Fasal §
Rapat Komisi

Raput Komisi meropakan rapsl pelaksansan fungsi, mgas dan wewenang komisi musing-
masing bidang;

Kuorum Rnpu.l ‘Komisi dinyainkun sab apabila dihadin oleh sekurnng- kumngnvu 213
anggotn Komisi, apabila kuorum tidek tercupal ditunda sampal dengun | (s2iu) jam dan
rapat dinyatakan sah;

Anggota SA yang tidak hadir dalwm Rapat Komigi dan meminta izin secara lertulis,
diperhitungkan dalam kuorum., tetapi tidok memiliki hak susrn.

Pasal 6
Rapit Pleno

Rapat Plenn merupakan rapat tertinggi dnlam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
SA;

Kuorum Rapat Pleno dinvatakan sah apabila dihadin 2/3 dan jumiah anggota SA;

Anggota SA vang tidak hadir dalam Rapat Pleno dan memintn izin secora fertulis,
diperhitungkan dalam kuorum, tetapl tidak memiliki hak suarm;

Apabilin sant memasuki wakiu Rapat jumlah snggota yung hadir belum memenubi kuorum
seperti yang ditetapkan dalam ayat (3), maka sidang ditunda sampai dengan | (satu) jam;
Setelah penundsan | (satu) jam, rupat dapat dilsnjutkan don dinvatakan sah waloupun
Kkugirum tidak terpenuhi;

Keputusan Ruapat Pleno dinyakan sah apabils digsetsjui 50% + 1 darl jumlah yang hadir,

Pasal 7
Raopat Pleno Luar Bissa

Rapat Luar Biasa merupakan rapat di luar agendn rapat Ininnya apabila terdapat kondisi
dan ataw situasi yang mengancam kelanjutan doan Keboradnan instivesi USUL

REapat Lunar Bissa dopat diselenggorakan atas permimtaan :

. MWA;

b. Rektor;

¢. Ketua/Sekretans SA atas persetujuan Ketua-ketua komisi;

d. Anggota SA atas usul 50% + | dan jumlah anggota SA.

Pasal §
Rajat Kepanitiasw/Ad Hoe

Rapat Kepanitiaan/Ad Hoe merupakan rapat yany dilaksanakan oleh suntu Kepanitizan/Ad
Hoe yang dibentuk oleh ketun don/atou sekretnris SA untuk menjabarkan tugas terteniu
vang diangeap penting stuu mendesak:

Rapat Kepanitissy/Ad Hoe dipimpin oleh ketun dan sekretaris punitiog

Keputusan Rapat Keponitioan/Ad Hoco dilaporkan kepada Kelud SA pengesahun dan
mienjudi bagian yang tak serpisahkon dan hasil opat SA lamnya.
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BAB 11
TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT

Bagian Kesatu
Jadwal Pmyrkng;m Rapal, Uindangan Rapat dan Agenda Ropat

Pasal 9
Jadwal Penyelengparaan Rupat

Rapat Fleno SA dilaksanakan paling sedikit | (satu) kali dalam 3 (tign) bulan;

Hapat Komisi SA dilsksanakan paling sedikit |(sata) kali dalam 1 (satu) bulan:

Rapat Pleno SA dapat diselenggnrakan apabila diminta oleh paling sedikit 25 (dun puluh

:tim;) persen dari juminh anggotn SA. atav alas inisjatif ketus SA atau otas permintaan
ektor,

Rapat Komisi dapat disclenggarakan apabiln dimints oleh paling sedikit 25 (dua puluh
lima) persen dari jumlah anggota komisi, atau atas inisiatif Ketua komisi atay Ketun Senat
Alndemik,

Pasal 10
Undangan Rapat

Ketus 5A membuat undangan rapat pleno yong mencantumbkan hari, tanggal, wokiu,
Ltﬂmpnt dun agenda rapat sertn ditandatangani oleh Ketun SA atau Sckrotaris SA otes nama
{efun;

Undangan sebagaimann dimaksad pads syt (1) horus diterima oleh angpota SA paling
Inmbar 3 (tiga) hard keda sebhelum penyelenggaraan rapat;

Ketun Komisi membuat undangan rapat komisi yang mencantumkan hari, tanggal, wakty,
tempat dan agenda rupat serta ditandatangani oleh Ketus Komisi atay Sckretarin Komisi
wtas nama ketisa,

Undangan harus diterima oleh anggota komisi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
schelum penyelenggaraan rmpat;

Undangan untuk Rapat Pleno Loar Binsa, Rapat Kepanitisan/Ad Hoc dan Rapat Dewan
Elika harus diterimn paling lambat satu hari kerjn sebelum penyelenpgiman rapat;
Undangan rapat dapat disampaikan melolui pesan singkat elekironik dan surat elektronik
scrin setinp angeota SA harus menghonlinmasikan kembali kepadi sekrearial SA,

Paszal 11
Agendn Rapat

Agendn rapat hurus disahkan dalam setiap awal penvelenggarasn rapat;

Anggota rupat daput mengusulkan penambahan agenda mpat sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan untuk kemudian disahkan sebagal agenda rapat bila disctujui olch peserta
rapal.

Hagian Kedua
Pimipinan Hopatl, Hak Bicim dan Hak Suar, Sonksl Ketidakhad fran

Pusal 12
Pimpinan Rapat

Ropat Pleno dipimpin oleh Ketua SA atan oleh Sekretaris dalom hal Ketun SA
berhalangnn:

Jikn Kewn dan Sekretaris SA berhalangan, maks rupit dipimpin oleh ciloh satu anggots
S vang diwotekan oleh anggow SA vang hadir,

Ropit Komisi dipimipin olell Ketua Komist atou Sekeetaris daliun hal Ketus Komisi
berhalangan;
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Jika Ketun don Sekretaris Komisi herhalangan, mnka rapat dipimpin oleh salah satu
snggots Komisi yang ditentukan oleh anggots Komisi yang hadir,

Pasal 13
Hak Hicarn dan Hak Sinrn

Semun Anggota SA mempunyni hak suara dan hak bicara;

Anggois SA hanva dapat berbicara seteluh mendapat izin duri ketus Sidang;

Anggota SA yang berbicarn fidok holeh diganggu selama berbicara;

Ketun Sidang berwenang menentukan lamanya para angpota berbicara;

Biln pembicaraan melebihi  waktn  berbicam  yang  ditetapkan,  Kea  Sidang
memperingntkun pembicara, dan pembicara hamis mentaati peringatan tersehit;

Sebelum berbicarn, anggota SA harus mengajukan dird;

Gitliran berbicara diatur sesuu dengan anggola yang mengajukan; _
Anggota SA hanya bolch menggunakan hak bicare schamyak 3 kali dalam sstu agenda
Rapat.

Anpgota SA tidak diperbolehkan mewakilkan kehadimn kepada pilak Tnin.

Anggote SA tidek diperbolehlan mewakilkan sunmnya kepuda pihuk loin apabila teadi
pemungutan suara dalam rapat

Anggots SA yang tiduk hadir, tetupi mengisl form Lzin, dianggap setuju dengan selurul
hasi] potulen din keputusan rpat,

Anggota SA yang meninggalkan ruangan rapat pada sanl rapat masih berlangsung
dianggap setuju dengan seluruh notulen din hasil keputusan rapat.

Pusal 14
Sanksi Ketidakhadiran

Anggota Senat Akademik yong tiduk hadir dalam repar pleno berturut-furut selama 3 kali
tanps ada sural pemberitahuan secara tertulis mavupun lisan akan dikenakan sanksi teguran.
Angeotn Senat Akademik yang tiduk hadir dalom rapat pleno berturut-turut selama 4 kali
tinpa ada surat pemberituhuan secara tertulls maupun lisan dapat dikenakan sanksi
diberhentikan sehagai Sent Akademik;

Anggots Senat Akademik yeng sudah diberhentikan tidnk dapat lagi mencalonkan din
sehapad Senst Akademik yang akan datang;

BAB 1V
KEPUTUSAN RAPAT

Pengumbilan Keputusan dan Hasil Keputusan Rapa

Pasal 15
Pengambilin Keputusan

Pengambilun keputusan rupat dilekukan melalui musyawarnh untuk miufakat,

Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dilakukon pemungutian suira;

Keputusan mpat yang berdassrkan pemungutan sunre ditetapkan apobila disctujui olch
lebih dari 50 % (lima peluh persen) dari suara yang hadir dalam rapat,

Pasal 16
Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputugan rapat Plend dibacakan dan disahlcan pada sant pelaksanaan ropal tersebut,
Notulen raput Pleno dinjukan padd rapat Plent berikutnya untuk disahkan;

Hasil keputisan mpal komisi dibecakin dan disshkun pada sant pelaksanian rpat tersebul.
MNotulen mpat Komisi diajukan pada rapal Pleno berikutnya untuk disabkan;
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Husil keputusan mpnt Komisi disampaikan kepada Ketua SA untuk dibahas dan disahkon
pada rapat Pleno SA.

BABV
DEWAN ETIKA SENAT AKADEMIK

Pazal 17
HannndnuEt[kanpﬂ.t

SEEnp anggotn SA yang hadir dalam setiap jenis rapat harus menjunjung tinggl norma dan

BTIKG mpat;

Pelanggaran norma dan etikn eapat sebagaimam dimaksud pada ayot (1) dapat benipa

mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas, tidak senonoh, menghing, memaki, melempar

henda di ruangan rapat, membalikkan meja dan perbuatan lainnya yung destrukrif:

Pelanggaran norma dan etika anggoln SA sebagaimana dimaksud pada syat (1) dan aym

(2} ini hanya berlaku dalnm lingkup mpat-rapat SA;

g;:ﬂkl;k Eiclnnmmn* norma dan ctika anggota SA, Rapat Pleno dapat membentuk Dewan
i :

Dewan Etikn jugn dapat dibentuk untuk membicarukan sanksi tentang ketidak hadiran

anggota SA dalam rpat-rapat pleno SA;

Susunan Dewon Etika SA terdini 9 (Sembilan) atang yang terdirl dard | (satu) orang ketun

merangkap anggots, | (sutu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 7 (wjuh) orang dari

anggota.

Pasal 18
Kapat Dewan Enka

Rapat Dewan Etika merupakon ropat yang dilaksanokan oleh Dewan Etika SA yang
dibentuk atas permintann anggota, ketun dan/tau sekretaris komisi, dan Kersa dan/atan
Sckretaris SA;

Dewan Etika membicamkan tentang sanksi ates pelanggaren norma dan etika mpat atsu
ganksi tentang ketidakhadiran anggota SA dalom rapat pleno SA:

Rapant Dewan Etika dipimpin aleh ketua don sekretanis Dewan Etikn;

Raput Dewan Etika dinystakan sah apabila dibadin oleh minimal 7 (tujuh) ormg dari
jumiah angeota Dewnn Etika;

Hanil Rapat Dewan Etika disampaikan kepada ketua dan sekretaris SA untuk dibaws ke
rapat Pleno SA;

Dalsm hal tetjodi pelanggaton norma dan etika oleh anggota SA dapit dikenakan sanksi
vany ditetapkan oleh Ketua SA setelah mendopat persetujuan SA;

Ketun danfatay Sekretaris SA wajib memulihkan doma baik apggote SA jika tidek terbukti
melakukan pelangparan norma dan etika rapat SA.

BAB VI
PEMBIAYAAN RAPAT

Pnsal 19

Untuk penyelenggarian Rapat SA disedinkan pembiayusn sesusi dengun kebutuhan:

Pada setinp jenis Rapat kepads peserta rapat yang hadie diberikan honorarium,

Pembisyaun penyelengparaun dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) dibebankan kepada Reneans Anpgaran Winva USU untuk tahun aogesmn
berjalan,



BAB VI
FENUTUP

Pasal 20

Peraturan Sennt Akndemik ini muliti berlaku pada tanggal ditetopkan,

-
pirul Yoel, Sp. A (K)



